PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 2008
TENTANG

BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1429 H/2008 M

Menimbang :

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penygégagn haji Tahun 1429
H/2008 M perlu ditetapkan Biaya PenyelenggaraamdbaHaji (BPIH)

sesuai besarnya tarif penerbangan haji per embarkas

bahwa penetapan besarnya Biaya Penyelenggdbadahl Haji musim
haji Tahun 1429 H/2008 M merupakan komponen BiagmyBlenggaraan
Ibadah Haji yang telah disetujui oleh Dewan PenaakRakyat Republik

Indonesia;

bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebutpadaa dan huruf b, serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang-Unddormgor 13

Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Hajandgng perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Biaya Peggel@an Ibadah
Haji Tahun 1429 H/2008 M;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar NegaraldRkpndonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penygéeagn Ibadah
Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20&8nor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@ws)4

MEMUTUSKAN : ...



Menetapkan :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2 -

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG BIAYA PENYE LENGGARAAN
IBADAH HAJI TAHUN 1429 H/2008 M.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud denga

1.

)

(2)

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah $ajustana yang harus
dibayar oleh calon jemaah haji untuk menunaikadahahaji.

Calon jemaah haji adalah warga negara yangqghera Islam,
memenuhi syarat, dan telah mendaftarkan diri umeakunaikan ibadah

haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara lbadah Haji Khusus adalah penggara ibadah haji
dengan pelayanan khusus yang telah memperoleiMginteri Agama

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun H/2908 M, terdiri dari
komponen US. Dollar untuk biaya penerbangan hajn daaya
operasional di Arab Saudi dan komponen rupiah ubtaa operasional

dalam negeri.

Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah HajuTd®29 H/2008 M,
adalah sebagai berikut :
a. Embarkasi ...
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. Embarkasi Aceh

1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasidnahrab Saudi
adalah sebesar USD 3,258
2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebepab01.000,00

. Embarkasi Medan

1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasidnahrab Saudi
adalah sebesar USD 3,292

2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebepab01.000,00

. Embarkasi Batam

1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasidnahrab Saudi
adalah sebesar USD 3,292
2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebRpa501.000,00

. Embarkasi Padang

1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasidnahrab Saudi
adalah sebesar USD 3,258

2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebRpa501.000,00

. Embarkasi Palembang

1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasidnahrab Saudi
adalah sebesar USD 3,379

2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebepab01.000,00

Embarkasi Jakarta

1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasidnahrab Saudi
adalah sebesar USD 3,430

2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebRpa501.000,00

g. Embarkasi ...
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. Embarkasi Solo

1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasidnahrab Saudi
adalah sebesar USD 3,379
2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebRpa501.000,00

. Embarkasi Surabaya

1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasidnahrab Saudi
adalah sebesar USD 3,430
2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebRpab01.000,00

Embarkasi Banjarmasin

1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasidnahrab Saudi
adalah sebesar USD 3,517

2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebRpa501.000,00

Embarkasi Balikpapan

1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasidnahrab Saudi
adalah sebesar USD 3,517

2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebRpab501.000,00

. Embarkasi Makassar

1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasidnahrab Saudi
adalah sebesar USD 3,517
2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebepab01.000,00

Biaya penerbangan sebagaimana dimaksud pad#23 huruf a sampai

dengan k adalah biaya dari embarkasi ke Arab Szerdi pulang.

Bank Indonesia dan BPS-BPIH menyiapkan peiagedvaluta asing
sesuai dengan kebutuhan Menteri Agama untuk pemdrayhiaya
penerbangan haji dan biaya operasional di Arab iSselblagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3 ...
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Pasal 3

Biaya ibadah haji bagi jemaah haji yang diselergjgan oleh penyelenggara

ibadah haji khusus adalah minimal sebesar USD 3)00per orang yang

dipergunakan untuk biaya penerbangan, akomodasgrikg, transportasi

lokal, dan operasional pelayanan oleh Penyelendgbadah Haji Khusus di
Arab Saudi serta ditambah biaya dalam rupiah seli¢3sat00.000,00 yang

dipergunakan untuk biaya operasional dalam negerieguransi haji.

1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 4

Calon jemaah haji membayar Biaya Penyelenggardbbadah Haji
Tahun 1429 H/2008 M sebagaimana dimaksud dalam Rasgat (1)

dilakukan dengan mata uang rupiah.

Untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yaipgrditungkan dalam
US. Dollar dibayar dalam mata uang rupiah sesues lual transaksi

Bank Indonesia yang berlaku pada hari dan tanggabayaran.

Pasal 5

Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Hiagiyatkan secara
lunas kepada rekening Menteri Agama melalui bamepma setoran
biaya penyelenggaraan ibadah haji sejak dimulainaeslan tabungan

dan pendaftaran haji.

Pelunasan tabungan dan pendaftaran haji dinduld@ma) hari kerja
setelah tanggal ditetapkan peraturan ini, dan bgslang selama 22 (dua
puluh dua) hari kerja atau setelah mencapai kuetg gitetapkan.

Pasal 6 ...
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Pasal 6

(1) Calon jemaah haji yang telah membayar Biayay®lenggaraan Ibadah
Haji, yang karena sesuatu hal tidak dapat berangkatunaikan ibadah
haji, dikembalikan dengan dikenakan biaya admiasstisebesar 1%
(satu persen).

(2) Pengembalian Biaya Penyelenggaraan Ibadah b4aji calon jemaah
haji yang batal sebagaimana dimaksud pada ayatufityk biaya
penerbangan haji dan biaya operasional di Arab iStamht dibayarkan
dengan US. Dollar atau dengan mata uang rupiahaisdsmgan kurs
transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada hari damggal

pengembalian Biaya Penyelenggaraan lbadah Haiji.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pedaileaan Peraturan Presiden

ini ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, makatitan Presiden Nomor
20 Tahun 2007 tentang Biaya Penyelenggaraan lbddahrahun 1428 H/
2007 M, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9 ...
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Pasal 9

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tangjtetiapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
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Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso



